
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, 
  

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara 

pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan 

standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan 

yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan 

publik; 

  b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 

Timur dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan 

rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang 

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Manggarai Timur. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6832); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 

  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 

Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi 

Pemerintah; 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 

  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ ORT.07- 

Kpt/ 01/ KPU /V/ 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MANGGARAI TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MANGGARAI TIMUR. 

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan 

implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, yang bersifat 

perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan 

serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian 

ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, 

masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepemiluan; 

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan Layanan Data 

Pemilih; 

KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab : Sekretaris dan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, untuk 

layanan berupa Layanan Data Pemilih; 

KEENAM : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KETIGA dilaksanakan dengan membutuhkan waktu 

pelayanan 2 (sampai) sampai dengan 14 (empat belas) hari 

kerja; 

KETUJUH : Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan 

publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA 

disampaikan melalui : 
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1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran 

yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Manggarai Timur dan dimasukkan ke dalam Kotak 

Pengaduan Masyarakat.; 

2. Instagram : @kpukabmatim; 

3. Facebook : @kpukabupatenmanggaraitimur; 

4. Website : kab-manggaraitimur.kpu.go.id; 

5. Email : kpukabupatenmanggaraitimur@gmail.com. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Borong 

Pada tanggal 05 Mei 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, 

 

TTd. 

 

JEFRI GUIDO BEDO 

 

  

 

Firmansyah Charles Yovianus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan Aslinya, 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 
Kepala Sub Bagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan 
Hubungan Masyarakat, 

 

 

FIRMANSYAH C.YOVIANUS 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

mailto:kpukabupatenmanggaraitimur@gmail.com
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI  PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI  TIMUR. 

 

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN  

1. Persyaratan 1 Form permohonan layanan; 

2 KTP Elektronik; 

2. Sistem, mekanisme, 

dan prosedur 

1 Pemohon layanan meminta 

layanan kepada PPID; 

2 Kemudian diterima oleh petugas 

PPID; 
3 Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian 

Data d a n  I n f o r m a s i  u n t u k  

m e m b e r i k a n  layanan. 

3. Biaya/ tarif Tidak dikenakan biaya/ tarif 

4. Produk pelayanan Data pemilih yang muncul di portal 

cekdptonline kpu. go. id 

5. Penanganan 

pengaduan, saran, 

dan 

masukan/apresiasi 

Masyarakat/ stakeholder/ pengguna 

layanan dapat menyampaikan 

pengaduan melalui saluran 

pengaduan masyarakat, baik datang 

langsung melalui petugas layanan, 

Telpon atau melalui email. 

 
 

Ditetapkan di Borong 

Pada tanggal 05 Mei 2025 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, 

 

TTd. 

 

JEFRI GUIDO BEDO 

 

 

 

 

  

Salinan sesuai dengan Aslinya, 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 
Kepala Sub Bagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan 
Hubungan Masyarakat, 

 

 

FIRMANSYAH C.YOVIANUS 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

Firmansyah C.Yovianus 

 

http://kpu.go.id/

